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1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi, perkembangan perekonomian sangat pesat
yang diikuti dengan munculnya berbagai macam bisnis baru yang sangat
beranekaragam dari bisnis yang berskala makro hingga bisnis yang
berskala besar.Munculnya bisnis-bisnis baru ini sangat berpengaruh pada
dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat
banyak (Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan). Berdasarkan
penjelasan ini maka usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Namun saat ini Pertumbuhan dan perkembangan perbankan
syariah mempunyai trend tersendiri dan mengalami kemajuan yang sangat
pesat, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Sehingga
persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat.
Setiap bank, tak terkecuali bank syariah, berlomba untuk menarik dana
dari masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkannya kembali

kepada masyarakat yang membutuhkan.Setelah munculnya Undang-



Undang no. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah,
perkembangan yang terjadi semakin signifikan. Hal ini tak terlepas dari
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank
syariah.

Penelitian ini menggunakan Return On Asset sebagai alat
untuk mengukur rentabilitas bank. Rasio ini merupakan rasio yang
penting diantara rasio rentabilitas lainnya. Menurut Yenni Widyawati
(2008) dalam penelitiannya pengaruh likuiditas, kualitas aktiva,
solvabilitas dan sensitivitas terhadap profitabilitas pada bank pemerintah
menyatakan bahwa diantara LDR, APB, NPL, CAR, FACR, BOPO, dan
PDN hanya terdapat satu variabel bebas yang mempunyai nilai koefisien
yang menunjukkan nilai negatif yaitu Capital Adequacy Ratio, dimana
dalam penelitian tersebut CAR cenderung mengalami peningkatan yang
disebabkan oleh persentase kenaikan modal yang cenderung ;ebih besar
daripada persentase kenaikan ATMR kredit. sedangkan perkembangan
ROA selama periode penelitian juga cenderung mengalami kenaikan
yang disebabkan oleh persentase kenaikan laba sebelum pajak yang lebih
besar daripada persentase kenaikan asset. Dengan meningkatnya CAR
berarti  menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk mengcover
kerugian semakij tinggi sehingga penyaluran dana ke aktiva produktif
juga akan semakin meningkat.

Rahmat Hidayat (2014,38) menyebutkan bahwa Bank Umum

syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya



memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip
syariah.Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2012) bahwabank
umum syariah merupakan bank yang menggunakan sistem dan operasi
perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara
berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Alquran dan Al
Hadis, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang
tidak dilarang oleh Alquran dan Al Hadis (Islamic banking) serta Bank
Umum Syraiah (BUS) tidak berada di bawah koordinasi bank
konvensional.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2012) bahwa dari segi kegiatan
operasi dan fungsi BUS yaitu menghimpun dana dalam bentuk giro,
tabungan atau akad bentuk lainnya dalam bentuk akad wadiah,
mudharabah, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah
dan musyarakah, serta piutang berdasarkan akad murabahah, salam,
istishna dan gardh. Dari segi modal BUS Jumlah modal disetor minimal
sebesar Rp. 1 trilyun. Bagi bank asing yang membuka kantor cabang
syariah dana disetor minimal Rp. 1 trilyun, yang dapat berupa rupiah
atau valuta asing. Sumber dana modal disetor untuk pendirian bank
umum baru tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas
pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
Sumber dana modal disetor untuk bank baru tersebut tidak boleh berasal
dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah termasuk dari

dan tujuan pencucian uang (money laundering).



Menurut Rahmat Hidayat (2014, 38) menjelaskan bahwa Unit
Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
pembantu syariah dan atau unit syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2012) bahwa Unit Usaha
Syariah (UUS) tidak memilki akta pendirian secara terpisah dari induk
bank konvensional.Akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang
tersendiri  yang kusus melakukan transaksi perbankan sesuai
syariah.Dalam kegiatan operasional dan fungsi Unit Usaha Syariah
melakukan kegiatan yang sama dengan kegiatan Bank Umum Syariah.
Besarnya modal kerja minimal sebesar Rp100 Milyar Penyisihan modal
kerja UUS dari kantor induknya, dimaksudkan agar pengelolaannya
tidak tercampur dengan dana kantor induknya yang beroperasional
secara konvensional.

MenurutRahmat Hidayat (2012 ,38) berdasarkan UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun
1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil bahwa Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.


http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bank_umum.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kantor_cabang_bank.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/syariah.aspx

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2012) Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) berada di bawah naungan Departemen Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah, Menurut Pasal 9 (2) UU No. 21 Tahun
2008 tentang pendirian dan kepemilikan BPRS yaitu harus merupakan
warga negara indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh
pemiliknya warga negara Indonesia. Kegiatan dan fungsi BPRS sama
dengan kegiatan yang umumnya dilakukan oleh bank umum syariah dan
unit usaha syariah, hanya saja BPRS dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Modal sidetor BPRS
paling kurang sebesar Rp2 Milyar untuk BPRS yang didirikan di wilayah
DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi,
dan Rpl Milyar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi
diluar wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok,

Tangerang dan Bekasi. (www.0jK.go.id)

Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2014
perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari sisi asset Bank
Umum Syariah (BUS)sebesar Rp 147,6 triliun pada desember 2013 dan
RP 171,3 triliun pada Desember 2014,Dengan demikianangka tersebut
telah tumbuh 16% secara tahunan, untuk asset Unit Usaha Syariah
(UUS) sebesar Rp 47,4 triliun pada Dsember 2013 dan Rp 58,2 triliun
pada Desember 2014, dengan demikian angka tersebut telah tumbuh
22% secara tahunan. Sementara dari sisi asset Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) pada Desember tahun 2013 sebesar 5,8 triliundan 6.5


http://www.ojk.go.id/

triliun pada Desember 2014, dengan angka tersebut telah tumbuh 12%
secara tahunan (Statistik Perbankan Syariah www.bi.go.id). Dengan
semakin berkembangnya aset perbankan syariah setiap tahunnya, bukan
tidak mungkin juga akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dalam
negeri sendiri dengan memaksimalkan peran dari bank syariah dengan
melihat bertumbuhnya pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2014, khususnya data
statstik perbankan syariah tahun 2014, jumlah Bank Syariah di Indonesia
adalah sebanyak 12 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri dari: PT
Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega
Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Panin Syariah,
Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank Maybank Syariah
Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank
Tabungan Pensiun Nasional Syariah. Namun dalam penelitian ini hanya
menggunakan 10 Bank Umum Syariah yang akan diteliti, karena Bank
Tabungan Pensiun Nasional Syariah baru terdaftar sebagai Bank Umum
Syariah pada tahun 2014 dan laporan keuangannya belum ada di
publikasi Bank Indonesia dan Maybank Syariah yang tidak
mempublikasikan laporan keuangan secara keseluruhan.Jumlah Unit
Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22, serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS). Dataperbankan syariah tersebut dapat dilihat pada table

1.1 yang menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan industri


http://www.bi.go.id/

perbankan syariah di Indonesia selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun

2005 sampai dengan tahun 2014.



Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun 2005 - 2014

Bank
Bank Umum Unit Usaha Pembiayaan

TAHUN Syariah Syariah Raky_/at

(BUS) (UUS) Syariah

(BPRS)
2005 3 19 92
2006 3 20 105
2007 3 25 114
2008 5 27 131
2009 6 25 139
2010 11 23 150
2011 11 24 155
2012 11 24 158
2013 11 23 163
2014 12 22 163

Sumber : Bank Indonesia, Statistika Perbankan Syariah (www.bi.go.id)

Sebagaimana dalam tabel 1.1, sepanjangtahun 2005-2010 jumlah
Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami peningkatan selebihnya
pada tahun 2010-2014 jumlah Bank Umum tidak mengalami perubahan
atau peningkatan. Sementara itu, sama halnya dengan Unit Usaha
Syariah sepanjang tahun 2005-2008 jumlah Unit Usaha Syariah
mengalami peningkatan, selebihnya untuk tahun 2009-2014 jumlah Unit

Usaha Syariah semakin menurun. Menurunnya perkembangan perbankan



http://www.bi.go.id/

syariah di Indonesia dikarenakan beberapa faktor diantaranya, kerangka
dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap, cakupan
pasar masih terbatas, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman
tentang produk dan pelayanan perbankan syariah.Sementara untuk Bank
pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sejak tahun 2005-2014 selalu
mengalami kenaikan.

Menurut Martono (2010, 20) berdasarkan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan menjelaskan Bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan
menurut Mudarajat Kuncoro (2011,19)berdasarkan pasal 29 ayat 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, yaitu: Bank
wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan
kecukupan modal,kualitas aktiva, likuiditas, rentabilitas,
solvabilitas,dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan
wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Rentatabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan
laba selama periode tertentu, dan juga bertujuan untuk mengukur tingkat
efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan
Martono (2010, 84), dalam rasio profitabilitas rasio yang digunakan

adalah Return on Asset (ROA) yang merupakan kemampuan bank dalam



memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan dengan cara
perhitungan laba sebelum pajak terhadap total asset.

Menurut Harnanto (2003, 444) Laba secara umum dapat
diartikan sebagai selisih dari pendapatan diatas biaya-biayanya dalam
jangka waktu (periode) tertentu.Laba biasanyasering dijadikan sebagai
penentuan suatu dasar tentang pengenaan pajak, kebijakan
devidenpedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur
prediksi.Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah
laba yang dicatat dandisajikan dalam laporan keuangan dan besarnya
labatergantung tehadap selisih pendapatan dan biaya.Menurut Martono
(2010, 63) labamenjadi informasi yang diperhatikan oleh para pihak
yang berkepentingan seperti, bagi nasabah yang merupakan suatu
jaminan terhadap uang yang disimpan di bank, bagi steakholders atau
pemegang saham yaitu untuk melihat seberapa jauh perkembangan usaha
bank tersebut dalam menghasilkan laba, bagi perpajakan dapat lebih
mudah menetapkan besarnya pajak perseroan bagi bank yang
bersangukatan, serta bagi manajemen untuk menilai kinerja manajemen
dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya.

Bank sebagai kreditur harus melihat beberapa faktor penentu
kalayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan atau piutang
(murabahah) yang diajukan, salah satu faktornya adalah kemampuan
debitur dalam melunasi pinjamannya kepada bank.Dalam kegiatan

penyaluran pembiayaan bank juga memerlukan tingkat permodalan yang
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cukup atau lebih agar permintaan pengkreditan oleh calon kreditur bisa
terpenuhi sesuai dengan pengajuan pembiayaannya.

Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan laba
bagi bank yang terdiri dari kredit yang diberikan serta investasi dalam
jangka panjang. Apabila aktiva produktif semakin meningkat maka laba
bank juga akan meningkat, jika laba bank meningkat modal bank juga
akan meningkat sehingga CAR meningkat, hal ini berkaitan dengan
Solvabilitas bank dalam kemampuan menghasilkan laba. Sehingga
apabila solvabilitas dalam Bank Umum Syariah meningkat maka
kemampuan menghasilkan laba pada Bank umum syariah juga akan
meningkat.

Dengan meningkatnya aktiva lancar yang dimiliki, bank dapat
menyalurkan dananya untuk pembiayaan kepada masyarakat. Dengan
pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka bank akan
mendapatkan keuntungan atau laba.Suatu bank dikatakan likuid apabila
bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya,

dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi
permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Pandangan ajaran Agama Islam untuk mengatur seluruh
kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan perkonomian dan bisnis.
Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban pada setiap muslim untuk
berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan).

Islam disegala aspek kehidupan termasuk kegiatan bermuamalah (usaha
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dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan.
Pada hakikatnya tujuan penerapan syariah dalam ajaran Islam di bidang
muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya
pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan
pembangunan manusia yang berkeadilan. Penerapan etika bisnis Islam
tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek
perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi
maupun distribusi.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul
“Analisis Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Bank Umum Syariah
terhadap Rentabilitas periode tahun 2010-2014 dan tinjauannya
dari sudut pandang islam”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah
dipaparkan, bahwa terdapatl0Bank Umum Syariah yang akan digunakan
dalam penelitian maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :
1) Bagaimana pengaruh LikuiditasBank Umum Syariah Terhadap
Rentabilitas?

2) Bagaimana pengaruh SolvabilitasBank Umum Syariah terhadap
Rentabilitas?

3) Bagaimana pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas secara bersama-sama

terhadap Rentabilitas?
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4) Bagaimana pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Bank Umum Syariah
Terhadap Rentabilitas ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas Bank Umum Syariah terhadap
Rentabilitas.

2) Untuk mengetahui pengaruh Solvabilitas Bank Umum Syariah
terhadap Rentabilitas.

3) Untuk mengetahui likuiditas dan solvabilitas Bank Umum Syariah
secara bersama-sama berpengaruh terhadap Rentabilitas.

4) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan solvabilitas Bank Umum
Syariah terhadap Rentabilitas yang ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan
manfaat bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini,
terutama bagi:

1) Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu
syarat dalam menyelesaikan kurikulum program studi Strata Satu (S1)
Akuntansi Universitas YARSI.

2) Bagi Perguruan tinggi
Penelitian ini akan bermanfaat menambah pembendaharaan koleksi

bacaan di perpustakaan Universitas YARSI dan sebagai bahan



3)
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pembanding atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi
mahasiswa yang akan membuat karya tulis. Serta penelitian ini dapat
memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih.

Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan
masukan bagi pihak perusahaan.Terutama menyangkut kinerja keuangan
bank, sehingga bank lebih mudah untuk melakukan evaluasi dan

perbaikan terhadap bank yan g dikelola.



